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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUEBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJA _
. KANTOR PELAYANAN PAJAK Perpustakaan Unik

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ..,./WP). ... /KP. ..... 120 .....
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat Permohanan Menunda Pembayaran Pajak Nomor .. .. .....neen:
. - tanggal ..... . .................. yang diajukan oleh Wajib Pajak .. ... ... ...
Menimbang - bahwa setelah diadakan penclitian wernyata alasan Wajib Pajak untuk menunda

pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal
9 Kepuwsan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S41/KMK.04/2000
temang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Dan Penyetoran .Pajak,
Tempat Pembayaran Pajak. Tata Cara Pembayaran, Penyctoran. Dan Pelaporan
Pajak. Serta Tara Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak:

Mengingat : 1. Pasal 9 ayat (4} Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 1entang Ketentuan
. Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
49_ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) scbagaimana telah diuvbah
terakhir dengan Undang-undang Nomior 16 Tahun 2000. (Lembaran Nepara
Tabun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984):

2. Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomor
54 1/KMK.04/2000 1entang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Dan Penyetoran Pajak. Tempat Pembayaran Pajak, Tara Cara Pembayaran.
Penyetoran. Dan Pelaporan Pajak. Serta Tata Cara Pemberian Angsuran
Atav Penundaan Pembayaran Pajak

MEMUTUSKAN

Menctapkan : | Memberikan persetujuan Xepada Wajib Pajak :
Nama A T R e
Alamat
untuk menunda p-cmbayaran pajak aias ulang pajak berdasarkan O STP
O SKPKB 0O SKPKBT 0O SK.Pembetulan O SK. Keberatan O Putusan
Banding O PPh Pasal 29 Tahua ................ sebagai berikut :

%Pq]ak P }_.,f 2 *‘Pﬂmnfﬂm' £

sampai dengan tanggal ..
dengan ketentuan d:l\cnakan bunga sejuml:lh Rp ...............................................

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor.

Beri tanda X pada O yang sesual
5.5.0.13.02



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK lNDONESlA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Perpustakaan Unik

' KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- .../WP]. ..... /KP. ..... /20 ...
TENTANG o
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN *)
FEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : S.urat Permohonan Mengangsur/Menunda®} Pembayaran Pajak Nomor ...............
tanggal .........ccoceeeeeeenn.. Yang diajukan oleh Wajib Pajak .. .ol
NPWP o e e e

pMenimbang bahwa seielah diadakan penelitian ternyata alasan Wajib Pajak untuk mengangsar/
menunda *) pembayaran pajak tidak memenubi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Keuvangan Republik Indonesia Nomor 541/ o
KMK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembavaran Dan Penyeloran
Pajak. Tempat Pembayaran Pajak. Tata Cara Pembayaran. Penyetoran. Dan
Pelaporan Pajak, Serta Taa Cara Pemberian Angsuran Atan Penundaan Pemabayaran
Pajak:

Mengingat : 1. Pasal 9 ayart {4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 983 tentang Ketenwan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984):

2. Pasal 9 ayal (1) Keputusan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomor
54K MK.04/2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Dan Penyetoran Pajak. Tempat Pembayaran Pajak. Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak. Serta Tata Cara Pemberian Angsuran
Atau Penundaan Pembayaran Pajak.

MEMUTUSKAN

Menewapkan Menolak Permohonan Angsuran/Penundaan 1) Pembayaran Pajak yang diajukan
oleh Wajib Pajak :
Namfah @ L8 N T "
NPWWRS o e Tl
Alamar

A n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

NlP

=1 Corel yang sidak perlu

5.5.0.23.03



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _ ’ )
KANTOR PELAYANAN PAJAK it rnesttenniancs

Membaca

Mcnimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....\WP]. ..... /KP. ... 120 .....
TENTANG
ANGSURAN PEMBAYARANPAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Surat Permohonan Mengangsur Pembayaran Pajak Nomor

tanggal ....._. [ yang diajukan cleh Wajib Pajak .
NPWP @ i e

bahwa selelah diadakan penelitian wernyvaca alasan Wajib Pajak untuk menunda:
pembayaran pajak 1clah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomaor S31/KMK.04/2000
tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempe Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak. Serta
Tata Cara Pemberian Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak:

. Pasal 9 avat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan {l.embaran Ncgara Tahun 1983 Nomor
49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262} sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tabun 2000, (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomor
S41/KMK.04/2000 tentang Pencotuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
Dan Penyctoran Pajak, Tempar Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran.
Penyetoran. Dan Pelaporan Pajak. serta Tata Cara Pemberian Angsuran
Atau Penundaan Pembayaran Pajak.

MEMUTUSKAN
Memberikan perseiujuan kepada Wajib Pajak @ |
Alamat A
uniuk mengangsur pembayaran pajak atas wtang pajak berdasarkan 2 STP
0 SKPKB QO SKPKBT O SK.Pembetulan 0O SK. Keberatan ) Putusan

Banding 'O PPh Pasal 29 Tabhun . ... sebagai berikut :
n*] - Nomor Ketelapon/ Kepitasan/ - | . TanggalJatob 2} i Jus
‘J © UL Putusan®SPT Tahunin 5777 tempo perabayaran ] &

dengan kerentuan sebagai berikut:

No ..o Avgmoale; o

e

' Tangga! Pesshayaran ..

G w0 =) R

hY

Beri 1anda X pada D yang scsum

5.5.0.23.01

Ao, Dirckiur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ) Lembarl : Untk KPP
KANTOR PELAYANAN PAJAK Lembar i1 : Untuk Wajib Pajak
Nomor : e . +
Lampiran : ' .
Perihal -" Permohonan

0O Mengangsur pembayaran pajak
* 0O Menunda pembavaran pajak
Kepada Yth,
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
U.p KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ... . -

di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat

dalam hal in1 tu.rund'ﬂ. <claku D \\ aub Pn;nL D Pengurus O Kuasa (lampirkan sural kuasa khusus), dar

Nama Wajib Pajak
NPWP L e
Alamat D e

menyatakan masih mempunyai uiang p:l_lﬂ‘\ bcrdasarkan Cl STP 13 SKPKB O SKPKBT QO SK.

Pembetulan O SK. Keberatan 23 Putusan Banding 0 PPh Pasal 29 Tahun w....., scbagai berikut :

‘:Jcn.is | Thun{ NomorKetetapay Keputosand 07.° Tanapal Jatuk
" Pajak Pajak - '1° -Putosan’SPT Tehuman . | tempo pembayaran |57,

Terhadap uiang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan :
0O mengangsur pembayaran pajak denpan ;
Jumlah masa sngsuran sebansak @ LG e Kalic
dan besarnya pembavaran tap angsuran Rp .o L

O menunda pembavaran sfd lnngg'ﬂ
dengan alasan ¢

O mengalami Lcsulllan likuiditas {posisi Kas. Bank. dan wtang piutang per tanggal ... terlampir):

B mengalami kesolitan di luar kekuasaan (Lclcrangan terlampir),
O
Memcnuhi persyaratan yang tercantum da]::m Pasnl ayar{2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP- 325/PJ 12001, saya berscdia memberikan jaminan berupa

Bank garansi;

Perhiasan, kendaraan bermotor {Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor);
Gadai dari barang bergerak lainnyva;

Penyerahan hak milik secara kepercayaan:

Hipouk: .

Penanggungan utang oleh Pibhak Keliga:

Seriifikat Tanah:

Seruiikat Deposito. Pemohon.

r

ooooODooQ

Beriwanda X pada O vang sesuai
F.5.0.32.01

Perpustakaan Unik



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

TANDA TERIMA
Telah tentma dari ;
Nama Wajib Pajak "™ :
NPWP

Alamat

o S,
T &N f
Ny

Lembarl :Untuk Wajib Paja Perpust.ak-.aan Unik
Lembar II : Untuk KPP

Surat Permohonan Mengangsur Pembayaran Pajak/Surat Permohonan Menunda Pembayaran Pajak untuk :

STP Nomor

SKPKB Nomor
SKPKBT Nomor

SK. Pembetulan Nomor

SK. Keberatan Nomor @ it e

Putusan Banding Nomor
PPh Pasal 29 Tahun

o R o o R I i

Beri tanda X pada O yang sesuat

F.5.0.23.01

A.n_Kepala Kantor,

NIP
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